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NOMOR 7 TAHUN 19 __9_‘2___ SERIE. B
PERATURAN DAERAH
KOT AMADYA DAERAH TINGKAT I CIREBON
NOMOR : 01 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADY A KEPALA DAERAH TINGKAT I CIREBON

Menimbang : a bahwa dalam upaya mengantisipasi  terhadap

kemungkinan  bahaya kebakaran.  Kepada
masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
yang memiliki bangunan-bangunan: dan kawasan
tertentu yang telah memiliki  Alat Pemadam
Kebakaran wajib memeliharanya;

. b. bahwa agar alat tersebut dapat berfungsi dengan
baik pada saat dibutuhkan, maka harus dapat
dilakukan pemeriksaan sccara priodik, efektif dan
dapat dipcrtanggtmgjawabkan ;

¢. bahwa untuk terlaksananya kelancaran maksud
tersebut huruf a dan b diatas, dipandang perlu
menétapkannya dalam Peraturan Daerah.
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Undang-vpdang Moot 15 Tahun 1930 (entang
Pembentuhan Dacrah Ko Besar dalam
Linghungan Fropinst Java Timoer - fawa Tengah /
Ima Bura dan Dacrab Istimewa  Yogyokana
(lembaran  Nugarz fohan 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran N2zara Nomor 551) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Kesclamatan  (Lemabaran  Negara Talun 1970
Nomer 1. Tambahan §ombaran Negara Nomor
2918):

Undang-undang Momor 3 Tahun 1974 tentang
Pobok - pokok Pemerintshan i Daerah (Iembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037) ;

Undang-undane Nowor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nemor 76. Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 XNomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (l.embaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;
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13.
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Peraturan  Pemerintoh oo Zo Tahuen 1997
tentang Retribusi Dacrah {Lamberen Neyara Takan
1997 Nomor 33, Tambahan [ ombaran Negar:
Nomor 3692) ;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 138 Tahan
1972  tentang  Program  Oporasional  untuk
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Keputusan Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor
OLKFTS/1985 tentang Ketentuan Pencegohan dan
Penanggulangaan  Kebakoran  Pada Bangunan
Gedung :

Keputusan Menteri Dalam Negen Nemor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Dacrah  dan
Peraturan Dacrah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam  Negert Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribust Daerah :

Beuw en Woning Verordening Van Cheribon (BW)
tanggal 31 Oktober 1934 berikut perubahannya ;
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Peraturan Dacrah Kotamadyva Daerah Tingkat 1 Cirebon
Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penvempurnaan Peraturan
Daerah tentang mempertinggi Ketertiban Umum Dalam
Dacrah Motamadva Daerah Tingkat II Circbon berikut
perubahannva ;

Peraturan Dacrah Kotamadva Daerah Tingkat 11 Cirebon
Nomor 3 Tahun 1985 tentang Ketentuan pencegahan dan
Penanggulangan  Bahava  Kebakaran di  Wilayah
Kotamadya Daerah  Tingkat I Cirebon :

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Circbon
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penvedik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah vang memuat
ketentuan pidana ;

Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat II Cirebon
Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas
Pemadam Kebakaran Kotamadya Dacrah Tingkat 1
Cirebon;

Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Cirebon
Nomor 26 Tahun 1996  tentang ljiin Mendirikan
Bangunan ; '



o Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dactah
Kotamadya Daerah Tingkat 1 Cirebon.

MEMUTUSKAN
\enetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT I CIREBON TENITANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kotamadys Dacrah Tingkat I
Cirebon.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat I Cirebon.

¢. Walikotamadya Kepala Daerah adalah
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 Cirebon.

: d. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran
> ‘ Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran
Kotamadya Daerah Tingkat 1T Cirebon.
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Pejabat adalah Pegawai Dinas Kebakaran yang
diberi tugas tertentu di bidang retribusi pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha vang
meliputi Perscroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
dacrah dengan mnama dan bentuk  apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi
atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnva.

Pemeriksaan adalah Kegiatan pemeriksaan  dan
pengujian terhadap alat pencegahan / pemadam
kebakaran.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat
dipergunakan untuk memadamkan kebakaran .

Alat perlengkapan pemadam adalah alat atau bahan
yang dipergunakan untuk melengkapi alat-alat
pemadam kebakaran seperti : ember, karung goni.
ganco, tangga, drum, kaleng yang berisi pasir,
sekop, jenis kimia, busa, CO;, atau gas dry powder
dan peralatan yang dapat digunakan memadamkan
kebakaran.

Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber
dari air bawah tanah.



[abel adalah <uatu tanda pengesahan dari
Pemerintal Dacrah  yvang  dipasang  pada  alat
pencegan  pemadam kebaran yang menunjukan
hahwa alat tersebut telah diperiksa / di ujin oleh
Dinas Kebakaran dan dapat dipergunakan sesual
fungsnva.

Retribusi  adalah  pungutan  daerah  scbagai
pembayaran aias pemberian pelayanan pemeriksaan
alat pemadam kebakaran.

\asa Retribusi adalah jangka wakfu terfentu vang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
melakukan pembavaran atau setoran retribusi vang
terutang ke Kas Daerah atau iempat pembayaran
lain vang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah.

Surat Netetapan Retribusi Daerah, yang selanjuinya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi  yang
terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat’ disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan fagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda.
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¢ Penvidikan tindak pidana dibidang retribugt daerah
adalah scrangkaian tindakan vang dilakukan oleh
Penvidik Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya
dapat  discbut  penvidik, untuk  mencari  serta
mengumputkan  bukti  vang  dengan  bukt  ite
membuat terang tindak pidona di bidang retribust
Dacrah vang lerjadi seria menemukan tersangkanya.

f Kas Daerah adatah Kas Pemerintah Daerah pada
Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

BAB B
AMARSUD NDAN TURIAN
Pasal 2

Mabsud dari Peraturan Daerah ini adalah

a. Untuk mengendalikan dan mengawasi kebutuhan masyarakat
atas pelavanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran |

b. Menghimpun pendapatan asli daerah dari retribusi  vang
dikenakan pada pemilik atau pengguna jasa.

Tujuan Peraturan Daerah adalah :

a. Menciptakan proses pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang
tertib dan lancar ;

b. Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat dalam bidang
Jjasa penyediaan alat pemadam kebakaran |

¢. Menyadarakan masvarakat untuk berupanya mencegah bahaya
kebakaran,
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BaAB HI
KETENTU AN PEF AY AN AN PEMIERIKS AN
AT PENADAN KTBAKARAN
Hagian Pertama
sorsvarstan Umuom
Pasal 3

Setiap alat pemadam Lebabaran vang Jimibki pribadi atzo badar
usaha harus memunuhi persavaratan erieniu yvang ditetuphon oieh
Walikotamadva Kepala Daerah.

Setiap alat pemadam kebakaran harus dilenghapt dengan petunzul
penggunaan. vang momnual urutan smghat dar jelas tentonz o
penggunaan alat terscbut dan dipasung pada wmpat vang fah
ditentukan dalatn keaduan bmk. bersih dan dapat dibacy dor
jelas.

Bagian Kedua
Pemberian Tenda Bokt Pemenksazn Alay
Pemadam Kebakaran atau iabel
Pasal 4

Setiap alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan diuji oleh
Dinas kebakaran diberi tanda bukti perneriksaan berupa label dan
dipasang pada alat tersebut.

Tanda bukti alat pemadam kebakaran berupa label yang dipasang
pada alat pemadam kebakaran diberikan dalam jangka waktu setelah
difakukannya pemeriksaan alat. '
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Bagian Ketiga
N awa Berlakn Tanda Bukti Pamerissaen 200
Pemadam Hebaharan ataa L ab

Tasal 3

Fenas buiti pemeriksa berupa label berlabu unoo aw ke vekio |
(sane ahun sejak rangeal dilakukannya permer s a1 oo suelen

janzh. wakiu rersebut dingjibkan diperbahern

Penvbaharuan tanda bukti pemerihsaan berupa 0 1 scbaga mana
dimaksud avat (1) pasal int harus diajubon oid oen thk atu
pengeana jasa paling lambat 1 (satu) bulan sehetum: 10 2 at be-a ir
masa berlakimya.

Hagian Keempat
Kewajiban Pemilik dan Pengouna Jasz
Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 6

Setiap ovang pribadi atau badan usaha vang memibki skt poraian
kebakaran w ajib melaporkan pada Dinas Kebakaran.

Meniaati ketentuan-Ketentuan yang ditetapkar.

Memperbaharui  tanda bukti pemeriksaan sctiap. habis na:a
berlakunya. :

Membavar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kelima
Ketentuan Lain
Pasal 7

Sermua ketentuan yang mengatur tata tertib mengenai pencegahan din
penanggulangan bahaya kebakaran tetap mengacu pada peraturan yang
masth berlaku.



BADB IV
o NAMA, OBJEK DAN SUBIER RETRIBUSE

Pasal 8

Nengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadain hebabavan Jimungud
«iribusi atas jasa pemceriksaan dan  atau pengujizn adat penadam
~chakaran.

Pasal 9

{1y Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan tau penigiian
alat pemadam kebakaran vang dilakukan Dinas Kebakaran.

‘7 Subjek Retribusi adalah crang pribadi atau badan useha vong
memanfaatkan pelayanan pemeriksaan don otau  penguiian kit
pemadam kebakaran,

BAB V
GOLONGAN RETRIBUS]

Pasai 10

Retribusi alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi  jasa
Tin.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal_ il :

: Tingla pengguna jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur

‘ b:rlasarkan jumlah gambar rencana yang diteliti, luas lantai, pengujian
ahir. peraasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan
p:ncegihan kebakaran, volume/frekwensi dan waktu pomakaian alat
p-madz . kcbakaran.
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Pransip dan sasaran dalam penclapan strahiun dan o tnp roinbost
penresihsaan alat pemadinn hobabtaan adainn waink Wenguanti Maxa
administrasi, perperiksaan, penceidhan dan Bioya peabinaas,

BaB VIE
STRUNTUR DAN BES ARMY A & ARIP
Pasat 13

(1) Struktur tarip digolenghan berdasarh.an jonis pelas anan vang dikgtilban
§2) Bosarnya tarip retribosi poraeriksaan afat pema Lo bebakersn adaloh
sebagai berikut :
a. Tarip  tetibusi  pemeriksaan  blvdront per ko per
tahan ..o .. Bp 10000
b. Tarip retribusi pemeriksaan alat pemadan: apt por tabung per
fahun ... Kp. t0 G0~

BAB [X
WILAYAH PEAUNGUT AN
Pasal 14

Wilavah pemungutan retribusi pemerimsaan alat pemadam hebakaran
di Daerah.
BaB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Saat terutangnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
adalah pada saat diterbitkannya SKRID atau dokumen fain yang
dipersamakan.
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BAR XI
TATA CARA PEAUNGUTAN

Pasal 16
11 Fanunguian vetribusi tidak dapot diboronghan.

S Penibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
wanyg diporsamakan.

BAB XI
SANKST ADMINISTRASE

Pasal 17

Dalam il Wajlk Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
hurang membavar, dikenakan sanksi adminisirasi borupa bunga scbesar
* 2, (dna persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang

Jihavar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB Xill
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 1%
(1) Pembavaran retribusi vang terutang harus dilunasi sekaligus.
{2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnva 7 (tujuh) hari
scjak diterbitkannya SKRD atau dokumen fain yang dipersamakan,

SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi
diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
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BAB XIV
TATA CARA PENAGIIAN
Pasal 19

Retribusi terutang berdasarkan SKRID atau dokumen luin yang™
dipersamakan, SKERDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan
yang menvebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambab.
vang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih
melatui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Pistang dan Lelang
Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan  yang
berlaku.

BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBLSI
Pasal 20

Walikotamadya Kepala Dacrah berdasarkan permohonan pemilik
atau penggunaan jasa dapat memberikap penguraangan, Keringanan
dan pembebasan besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam
kebakaran. '
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

Hak untuk melakukan penagiban retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.
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Bl VI
RETESTT 400 BANA
Paxal 22

Wajib rehiibusi vang tidak saclsheanakan kewajibannya schingga
mergikan Levangan ducrsh fancann pidana kurungan selama-
famanva € {cnant) bulan atau Jengan derda paling banyak 4 (empat)
kel jumlah reicthusi tenstang.

Tindak pidana sebagaimaana Jimaksud dalam avat (1) pasal int
i gdin 2
adalah tindak pidana pelanggoaran.

BAD XNV
PENYIDIK AN
Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu  dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus  schagal  penyidik untuk
melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

adafah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
dacrah agar keterangan atau laporan terscbut menjadi lebih
Jengkap dan jelas.
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\eneht. . 1 mengumpulkan  keterangan mengenai
orang atae ¢ |11 ocoang kehenaran perbnatan vang dilakukan
sehubungan { © . 1 1 <k pidana retribusi daerah.

AMeminta bote : ¢ 1 1 a bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehur - :: «: ¢; tindak pidana dibidang retribusi

dacrah.

Memerihsa bub -+ & . s d-tan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan ¢z ¢ z : pidana di bidang retribusi daerah.

Ir
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Melakukan peng < ¢ i1 rntuk  mendapatkan bahan bukii
pembukuan. pency 4 1 21 Jokumen-dokumen lainnya, seria
melakukan penvitas - = 1 ¢ i bahan bukti tersebut.

Meminta bantuan t.r = 1 31 alam rangka pelaksanaan fugas
penyidikan tindak pid ¢+ b1 ag retribusi daerah.

Menvuruh berhenti, 1 b in- ¢ sorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saal n 1k aan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas »x ¢ aw dokumen Yyang dibawa
sebagaimana yang dima.s v ya 'z b rufe.

-eomoJ

Memotret scorang vang e k.ix  dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah.

Memanggil orang untuk di d 1 3 r X trangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saks: ‘

Menghentikan penyidikan.
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. Melakukan tindahan vang perlu untuh kelancaran penvidikan
tindak pidana di bidane retribusi daerah menurut hubuin vang
dapat dipertanggungjavwabran.

(3) Penyidikan scbagaimana dimaksud  pada ayat (1} pasal ini
memberitshukan dimulsinya penyvidikan dan menvampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut umum, sesual hetentuan vang diatur
dalam Undang-undang Nomaor § Tahun 1931 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah in. sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur Ilebih lanjut oleh Wahkotamadya
Kepala Daerah.

Pasal 25
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sctiap orang dapat mengetahvinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat If Cirebon.
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